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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2015 disusun dalam
rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Vvisi dan misi yang
dibebankan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam
kurun waktu Tahun 2015. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana
pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and
clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LKIP Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagaimana diatur dalam dan Peraturan Menteri PAN RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini memuat pencapaian Kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
serta Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Tahun 2011-2016. Pada LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun
kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Tahun 2015. Tingkat pencapaian
sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada Tahun 2015 berorientasi

pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2015 akan menjadi



tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset di tahun 2015.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Tim Asistensi Penyusunan LKIP atas masukannya guna
penyempurnaan laporan ini.

Bontang, Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset

H. Eddy Yudizar, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560414 198903 1 004




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2015 merupakan wujud
akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2011-2016
dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2015. Penyusunan LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2015 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2015.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang telah melaksanakan berbagai
kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun
2011-2016. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah “
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel “ , maka Misi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah “

Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Administrasi Profesional SDM,

Prasarana dan Sarana Aparatur

Misi 2 : Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Profesional

Misi 4 : Mewujudkan Daya Guna Aset, Prasarana dan Sarana

Penunjang Pembangunan Daerah
Misi 5 : Mewujudkan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Akuntabel

LAKTP Tahiun 2015



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
dalam Program Kerja Tahun 2015 melakukan proses pengukuran, evaluasi
dan analisa terhadap 82 komponen Kegiatan, 10 komponen Program, yang
dituangkan dalam Kertas Kerja (KK) pada Lima (5) misi DPPKA, Rencana
Kegiatan Tahunan (RKT) yang kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) selanjutnya dianalisa melalui Evaluasi Pengukuran Kinerja
(PK) .

Melalui LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan
untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2011-
2016.

LAKTP Tahiun 2015



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Aset Daerali Kota Bontang

IV. PENUTUP

Secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dikatakan Berhasil yang mana media
tersebut merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan dalam tahun
anggaran 2015.

Guna mencapai target kinerja sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset ke depan selalu terus berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada,
melalui langkah-langkah perbaikan antara lain :

1. Berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan Pembinaan secara intensif dan
Pemanfaatan Pegawai yang ada melalui Pendidikan dan Pelatihan.

2. Berusaha untuk memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran
sehingga semakin mendekati terwujudnya Pelayanan Prima terhadap masyarakat
pada umum dan seluruh jajaran Instansi Pemerintah se Kota Bontang.

3. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah di lapangan dengan instansi / jajaran
terkait.

4.  Lebih meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan
Pendapatan Daerah.

5. Penyediaan saran dan prasaran yang menuju prasarana dan sarana yang lebih
memadai untuk mendukung operasional Pencapaian Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

6. Pengajuan Peraturan Daerah maupun Keputusan Walikota sebagai landasan baik
dalam pelaksanaan pencapian Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

7. Konsisten terhadap Perencanaan Kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan tahun anggaran 2015. LKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Lk Tahiun 2015 Bab 7V 1



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Aset Daerali Kota Bontang

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) ini setiap anggota organisasi termotivasi untuk memacu pelaksanaan tugasnya
masing masing dengan menata kembali seluruh sumber daya yang dimiliki dan yang
menjadi tanggungjawabnya untuk di persembahkan bagi kesejahteraan masyarakat,
dimana masyarakat mendambahkan Transparansi dan Pertanggungjawaban dari setiap
penyelenggara Kepemerintahan dengan penuh Kejujuran.

Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dapat diharapkan sebagai tolak ukur
serta kendali dan penilaian kualitas yang masih harus dituntut perbaikan dan
penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi yang akan
datang dalam rangka mewujudkan AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH YANG AKUNTABEL terhadap masyarakat, agar “ Terwujudnya
Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan sejahtera .

Lk Tahiun 2015 Bab 7V 2



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerali Kota Bontang

Il. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
Visi
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai organisasi yang berada dalam
jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan

dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari

ancaman dengan membuat terobosan - terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil atau manfaat yang maksimal.

Sehubungan dengan itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus
mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset akan diarahkan dan apa yang akan dicapai
agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang “ Terwujudnya Masyarakat
Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera “, maka visi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah:

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH YANG
AKUNTABEL




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel

Misi 1 s Mewujudhan Pelayanan Administrasi, Profesionalisme $DM Dan Prasarana $arana Aparatur

Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program
1o Tujuan 1.1 1o Sasaran 1.1 1. $trategi 1.1 1. Kebijakan 1.1 1. Program 1.1
Memberikan Pelayanan Tercapainya tertibadministrasi Peninghatan dan Peninghatan dan Pelayanan Administrasi
Administrasi Yang perkantoran pengembangan pengembangan Perhantoran
Berhualitas dengan kompetensi aparatur administrasi

- Tata kelola dan pelayanan
administrasi kepegawaian
yang berkualitas

dibidang Administrasi Pemerintahan Daerah
kepegawaian, tata
kelola barang dan

administrasi perkantoran

Peninghkatan
Kemampuan Aparatur

- Tata kelola barang yang
tertib dan akuntable serta
Tata kelola administrasi
khantor yang tertib dan
efektif

- Ketersediaan peralatan,
perlenghapan kantor dan
barang pakai habis sebagai
penunjang kinerja dinas

- Ketersediaan referensi dan
bahan informasi bagi
aparatur

-  Terwujudnya hesejahteraan
pegawai non PN$

LATP Tahun 2015 Bab 77 2



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misi 1 s Mewujudhan Pelayanan Administrasi, Profesionalisme $DM Dan Prasarana $arana Aparatur
Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program
2. 2. $asaran 1.2 2. Strategi 1.2 2. Kebijakhan 1.2 2. Program 1.2
Tersedianya Prasarana dan Merencanakan kegiatan Peninghatan Prasarana Peninghatan $arana
$arana penunjang kegiatan sebagai penunjang dan $arana Penunjang Dan Prasarana
kerja dinas tupohsi dinas Penyelenggaraan Aparatur
Pemerintahan Daerah
- Meninghatnya sarana
mobilitas, sarana dan
prasarana penunjang kerja
dinas
3. $asaran 1.3 3. $trategi 1.3 3. Kebijakan 1.3 3. Program 1.3
Meningkatkan Disiplin Aparatur Pengembangan mental, Pembinaan $DM yang Peningkatan Disiplin
L pola pikir dan beraklaq dan berbudi Aparatur
- Seluruh Pegawai di kepribadian aparatur luhur
lingkungan DPPKA
4. $asaran 1.4 4. $Strategi 1.4 4. Kebijakan 1.4 4. Program 1.4
Meninghathan Kompetensi Peninghatan dan Peninghatan kapatsitas Peninghatan Kapasitas
Aparatur pengembangan profesionalisme $umber Daya Aparatur
hemampuan $DM di aparatur pemerintah
- Meningkathan hompetensi semua bidang pada daerah
aparatur DPPKA
- Terpenuhinya hebutuhan riil
(kuantitas) aparatur
LATP Tahun 2015 Bab 77 3




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel

Misi 1 s Mewujudhan Pelayanan Administrasi, Profesionalisme $DM Dan Prasarana $arana Aparatur

Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program
5. Sasaran 1.5 5. $trategi 1.5 5. Kebijakan 1.5 5. Program 1.5
Tersedianya data/informasi hasil Menyusun kegiatan Penataan Administrasi Peninghatan
kinerja DPPKA penyusunan laporan Pemerintahan Pengembangan Sistem
. . pelaksanaan kegiatan di Pelaporan Capaian

- Laporan Capaian Kinerja dan linghungan DPPKA Kinerja dan Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

- Laporan Keuangan
$emesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran

- LAKIP DPPKA
- RENSTRA DPPKA

- Laporan Keuangan Akhir
Tahun $SKPKD

Penyebarluasan
Informasi Pembangunan
Daerah

7. Program 1.7

LATP Tahun 2015 Bab 77 4




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misi 2 s Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program
1. Tujuan 2.1 Sasaran 2.1 Strategi 2.1 Kebijakan 2.1
1. Program

Meninghatkan
pelaksanaan
Intensifikasi dan
Ehstensifikasi Sumber-~
sumber Penerimaan
Pandapatan Daerah

Tergalinya semua potensi
Sumber-sumber
penerimaan PAD

Peninght hepatuhan WP
melalui pembetulan $PT

Optimalisasi

Peninghatan Penerimaan
Pendapatan Daerah

Strategi 2.2

Penguatan landasan
hukum optimalisasi
intengifikasi dan
ehstensifikasi sumber-~

LATP Tahun 2015
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Dinas Pendapalan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeralhi Kota Bontang

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misi 2 s Mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program
sumber penerimaan
pendapatan daerah
Sasaran 2.2 Persentase Peninghkatan Kebijakan 2.4
Tercapainya peninghkatan Pendapatan asli Daerah Penataan Administrasi
Penerimaan PAD dan dana (PAD) pertahun Pemerintah dan
perimbangan setiap Peninghatan Kualitas
tahunnya Ppelayanan Publik
Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misi 3 s Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Propesional
Tujuan $asaran & Indikator S$trategi Kebijakan Program
1o Tujuan 3.1 1. $asaran 3.1 1. Strategi 3.1 1. Kebijakan 3.1
1. Terlaksananya
Meningkatkan Kinerja penganggaran "‘“'. Optimalisasi pengelolaan Peninghkatan Peningkatan &
Pengelolaan Keuangan pengelolaan belanja Keuangan Daerah Kemampuan Pengembangan
Daerah yang daerah Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Profesional & Kekhayaan Daerah Daerah
yang transparan dan
akuntable
LATP Tahun 2015 Bab 77 6




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misi 3 s Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Propesional
Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program

1o Tujuan 3.1

1. $asaran 3.1

1. Terlahsananya

1. $trategi 3.1

Meninghathan Kinerja penganggaran dan Optimalisasi pengelolaan Peninghatan Peninghatan &
Pengelolaan Keuangan pengelolaan belanja Keuangan Daerah Kemampuan Pengembangan
Daerah yang daerah Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Profesional & Kekayaan Daerah Daerah
yang transparan dan
akuntable
2. Tujuan 3.2 2. $asaran 3.2 2. $trategi 3.2 2. Kebijakan 3.2
Mewujudhan Terlahsananya Peninghatan dan Efisiensi & akurasi dalam
peninghatan hapasitas pengendalian pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan
pengelolaan keuangan pengelolaan Kas Daerah homputerisasi Daerah
dan pembiayaan dengan memanfaatkan pengelolaan keuangan
pembangunan daerah teknologi informasi daerah yang interkoneksi
antar program aplikasi
LATP Tahun 2015 Bab 77
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Visi

s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel

Misia

s Mewujudkan Daya Guna Aset, Prasarana dan $arana Penunjang Pembangunan Daerah

Tujuan

S$asaran & Indikator

Strategi

1o Tujuan 4.1

Meninghatkan
Pengendalian Daya
Guna Aset, Prasarana
dan $arana Penunjang
Pembangunan Daerah

1. $asaran 4.1

Tersedianya Prasarana
dan $arana penunjang
hegiatan kerja dinas

1. $trategi 4.1

Peninghatan Prasarana
dan $arana Penunjang
tupokhsi

1. Kebijakan 4.1

Peninghatan Prasarana dan
$arana Penunjang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Program Peninghatan
Manajemen Informatsi
Kekayaan / Aset Daerah

2, $asaran 4.2

Terlaksananya
penganggaran dan
pengelolaan belanja
daerah

Strategi 4.2

Penatausahaan
kekhayaan negara yg
handal & akuntable

2. Kebijakan 4.2

Peninghatan Kemampuan
Pengelolaan Keuangan &
Kekayaan Daerah yang
transparan dan akuntable

3. $asaran 4.3

Tercapainya optimalisasi
pendayagunaan
kekayaan/aset daerah

Ketersedian data aset

Strategi 4.3

Penguatan landasan
hukum pelahsanaan
pengelolaan
kekayaan/asset daerah

3. Kebii-h-“ 4.3

Ketersediaan data aset yang
ahurat dan pengamanan

kehayaan negara yg secara
administratif, hukum & fisik

LATP Tahun 2015

Bab 77

8



Dinas Pendapalan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeralhi Kota Bontang

Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misia s Mewujudkan Daya Guna Aset, Prasarana dan $arana Penunjang Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran & Indikator Strategi Kebijakan Program
yang akurat
Visi s Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Misi 5 s Mewujudkhan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
Tujuan Sasaran & Indikator S$trategi Kebijakan Program
1o Tujuan 5.1
1. $asaran 5.1 1. Strategi 5.1 1. Kebijakan 5.1
Meninghatkan kinerja Terlahsananya laporan Peninghatan koordonasi Penyusunan laporan Program Peningkatan
Pertanggungjawaban pertanggungjawaban dan konsolidasi dengan pertanggungjawaban dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan SKPD terhait, dalam pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang daerah yang akuntabel rangka penyusunan daerah yang akuntabel Daerah
Ahkuntabel laporan dan utk mencapai opini
pertanggungjawaban "Wajar Tanpa
pelaksanaan APBD Pengecualian
LATP Tahun 2015 Bab 77 9




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

B. PERJANJIAN KINERJA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP
Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Akuntabel
2 Tercapainya Peningkatan Penerimaan | Pendapatan Asli Daerah 133.406.4775.244,47

Pendapatan Asli Daerah

3 Tercapainya optimalisasi pendayagunaan Prosentase ketersedian data aset yang akurat 100 %
kekayaan/Aset Daerah

Program Anggaran Keterangan
Program Peningkatan dan 6.998.220.000,- APBD
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program 1.857.175.000,- APBD
Peningkatan Penerimaan Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan Manajemen 2.019.445.000,- APBD

Informasi Kekayaan / Aset Daerah

LRAKTP Tahiun 2015 Bab77 10



Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Program Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

14.203.599.694,-

2.752.104.500,-

76.620.000,-
989.650.000,-

2.250.000,-

192.300.000,-

57.620.000,-

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD

APBD

APBD

Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang yang disajikan pada laporan ini

mengalami revisi atau disesuaikan dengan Anggaran Perubahan APBD 2015.

LATP Tahun 2015
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1. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bontang telah mencapai target Kkinerja sasaran strategis Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Renstra
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang 2011- 2016 yang terhimpun dalam program

kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dapat dijadikan sebagai acuan.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
Target Realisasi -
Capaian
1 Terlaksananya laporan Opini BPK WTP *WTP *WTP
pertanggungjawaban terhadap laporan
Pengelolaan Keuangan keuangan
Daerah yang Akuntabel
2 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli | 133.406.475.244,47 142.424.670.015,36 106,76 %
Penerimaan Pendapatan Daerah
Asli Daerah
3 Tercapainya optimalisasi Prosentase 100% 100% 100%
pendayagunaan ketersedian data
kekayaan/Aset Daerah aset yang akurat
*QOpini BPK Tahun 2014, Pada Tahun 2015 masih menunggu audit BPK.
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penyebab keberhasilan,kegagalan atau peningkatan/penurunan Kkinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan per sasaran.

Analisis capaian atas sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan melalui
pencapaian indikator kinerja sasaran. Analisis pencapaian Kinerja untuk masing-
masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1: “ Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Akuntabel”.
Table 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Indikator Kinerja G :
Target Realisasi % Capalan

Opini BPK terhadap laporan WTP *WTP *WTP
keuangan

*Opini BPK Tahun 2014, Pada Tahun 2015 masih menunggu audit BPK

Table 3.2 Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan
beberapa Tahun terakhir Tahun 2013, 2012 dan 2011.

Realisasi % Capaian
No.| Indikator Kinerja E%rfgt
2011 2012 2013 2014 2015 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Opini BPK terhadap WTP WDP WDP WDP WTP *WTP “WTP
laporan keuangan
Table 3.3 Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi Target
No. Indikator Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015
1 2 4 5 6 7 8 9
1
Opini BPK terhadap WDP WDP WDP “WTP “WTP WTP WTP
laporan keuangan
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Analisis  yang dilakukan faktor-faktor yang mempengaruhi opini

pemeriksaan keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini antara lain :

a. Sistem Pengendalian Internal (SP1);

b. Kepatuhan terhadap Pertauran perundang-undangan;

c. Kecukupan pengungkapan;

d. Kesesuaian dengan prinsif akuntansi yang berlaku umum (PABU)

Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan :

1. Bahwa masih ditemukan belum sesuainya data dan informasi yang disajikan
oleh SKPD

2. Bahwa masih belum konsisten masing-masing SKPD dalam menyajikan data
dan informasi

3. Bahwa untuk mencapai target Opini WTP, maka perlu langkah nyata dalam
menentukan langkah strategis dan kegiatan nyata lintas sektor.

Solusi yang dilakukan Jangka pendek yang meliputi ;

- Regulasi/Peraturan/Dasar Hukum :

a. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi Pemerintah
Daerah;

b. Perda yang mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan;

c. Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambaarkan stuktur laporan
keuangan secara lengkap

- Sumber Daya manusia :

a. Situasi sumber daya manusia yang ada dibidang akuntansi

b. Memberdayakan tenaga yang telah diikutkan dalam pelatihan dan
pendidikan Penatausahaan/Akuntansi keuangan Daerah (KKD Khusus)
di STAN Jakarta

c. Menata dan menambah sumber daya manusia jabatan stuktural danstaf
dibidang akuntansi.

- Sarana Penunjang :
a. Dengan tersedianya sarana penunjang pengelolaan keuangan berupa

Sistem Aplikasi dengan basis kas tetap dioperasikan, namum secara
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bertahap dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian aplikasi basis

akrual.

b. Membentuk sekretariat kecil dan menempatkan pegawai dengan latar
belakang disiplin ilmu sebagai Pusat Data Elektronik khusus
penatausahaan pengelolaan keuangan Kota Bontang.

Solusi yang dilakukan Jangka Menengah/Panjang yang meliputi ;
1. Sumber daya Manusia

Melakukan evaluasi dan penataan pegawai/pejabat yang berkaitan

penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD dan PPKD.

a. Tingkat SKPD menempatkan tenaga Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK-SKPD) dan Kasubbag Umum Kepegawaian, salah satunya latar
belakang pendidikan akuntansi.

b. Tingkat PPKD menempatkan 1 orang tenaga dengan latar pendidikan
akuntansi(Diploma/Staral) di bidang Pendapatan, Bidang Keuangan,
Bidang Kekayaan aset, dan Bidang Akuntansi

c. Penambahan/rekrut tenaga baru latar belakang disiplin ilmu akuntansi.

2.  Sarana Penujang

- Penyempurnaan aplikasi berbasis akrual yang telah terkoneksi antar bidang
di PPKD dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bontang.

- Pengadaan Aplikasi Aset (SIMBADA).

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
pernyataan Kinerja.pada sasaran ini yang tercakup dalam program Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal

4. Kegiatan Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Bontang

5. Kegiatan Inventarisasi Data Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK atas
LKPD
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dan kegiatan lainnya.

3. Sasaran 2 : “ Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah «
Table 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Kinerja
Indikator Kinerja %
Target Realisasi Capaian
Pendapatan Asli Daerah 133.406.475.214,47 142.424.670.015,36 106,76 %
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Table 3.2.2 Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan beberapa Tahun terakhir Tahun 2013, 2012 dan

2011.
Realisasi % Capaian
No Indikator Target
| Kinerja 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015
1 2 4 5 6 7 8 9 10
2
Pendapatan 133.406.475.214,47 88.169.806.581,23 96.667.045.264,73 | 125.663.166.386,87 160.367.872.157,65 142.424.670.015,36 | 142.424.670.015,36
Asli Daerah
Table 3.3 Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi.
Realisasi Target
N | LR 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015
Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9
1
Pendapatan 88.169.806.581,23 96.667.045.264,73 125.663.166.386,87 160.367.872.157,65 142.424.670.015,36 144.210.905.439,24 133.406.475.244,47
Asli Daerah
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Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja
Utama yang didukung 1(satu) Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan
Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah , Kegiatan Penyusunan Target Anggaran Pendapatan dan
Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan-kegiatan lainnya yang
ikut mendukung tercapainya sasaran tersebut.

Secara umum kendala dan hambatan yang terjadi dalam rangka
pencapaian Pendapatan Daerah telah dapat diminimalisasi, ini dapat terlihat dari
Pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah Tahun 2015
melampaui dari target yang ditetapkan. Pelampauan target Pendapatan, selaian
disebabkan faktor ekternal juga didasari atas perencanaan yang baik dibanding
dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan
pelampauan realisasi dari target pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Proses Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak yang terus menerus dilaksanakan
secara komprehensif, sebagai tindak lanjut dari peraturan yang berlaku;

b. Realisasi dari Pendapatan Dana Perimbangan cendrung mengalami
penurunan akibat dari penurunan harga jual migas dan volume lifting yang
belum mencapai target;

c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pajak
Daerah, menyebabkan adanya peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi, yaitu adanya peningkatan tarif dan tarif progresif untuk Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), pengenaaan PKB untuk kendaraan dinas
PNS/TNI dan Polri, pengenaan tarif progresif untuk Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta bertambahnya Volume penjualan
Bahan Bakar Minyak, sebagai dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB);

d. Adanya Perbaikan sistem kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung
pencapaian terget kinerja;

e. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pendapatan daerah.

Peningkatan realisasi dapat dilihat pada table dibawah ini :
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Realisasi
No. Tahun Target
Rp. %
1 2011 67.240.933.895,20 88.169.806.581,23 131,13
2 2012 84.995.912.920,00 96.667.045.264,73 113,73
3 2013 105.549.621.544,00 125.663.166.385,87 119,06
4 2014 144.210.905.439,24 160.367.872.157,65 111,20
5 *2015 133.406.475.244,47 142.424.670.015,36 106,76
*Realisasi sebelum Audit BPK
1,8E+11-
1,6E+11-
1,4E+11-
1,2E+111
1E+11-
O Target
+ Y . .
8E+10 M Realisasi
6E+101
4E+101¢
2E+101
o-
2011 2012 2013 2014 2015
LAKTP Tahiun 2015 Bat 777




Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Sasaran 3 : “ Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/Aset Daerah”

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja

Target

Realisasi

%
Capaian

Prosentase ketersedian data
aset yang akurat

Prosentase

100%

100%

100%

Table 3.2.2 Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan beberapa Tahun terakhir Tahun 2013, 2012 dan

LAKTP Tahiun 2015

2011.
Realisasi % Capaian
g || el Target 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Kinerja 2015
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase
ketersedian
data aset
yang akurat
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Table 3.3 Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi.

yang akurat

. Realisasi Target
N Indikator
© Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase
ketersedian
data aset
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Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja
Utama yang didukung 1(satu) Program Peningkatan Manajemen Informasi
Kekayaan/Aset Daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan Semester | Barang
Millk Daerah, Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah , Kegiatan
Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang,
Kegiatan Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada
Nilainya, Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang
unit ( RKBU dan RKPBU ) , Pengembangan Sistem Aplikasi Penyusunan Aset
Daerah Berbasis Akrual , Sosialisasi Sistem Aplikasi Aset Daerah Berbasis
Akrual dan Kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut mendukung tercapainya sasaran
tersebut.

faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini
antara lain :
- Ketersediaan data berupa Laporan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan
- Ketersediaan sarana prasarana Aparatur
Solusi yang akan diambil untuk meningkatkan atau pencapaian keberhasilan
sasaran antara lain :
- Menambah Pegawai/personil dibidang Aset
- Pengembangan sistem aplikasi aset
- Pengembangan Sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan /

Bimbingan Teknik.
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D. Realisasi Anggaran

Uraian Anggaran Realisasi Capaian

Tahun Anggaran 2014

Belanja Daerah 47.398.379.737,00 36.735.608.735,31 77,50%

Belanja Tidak Langsung 12.585.852.737,00 9.665.469.670,00 76,80%

Belanja Langsung 34.812.527.000,00 | 27.070.139.065,00 | 77,76%
Tahun Anggaran 2015

Belanja Daerah 42.201.280.146,00 34.615.398.177,00 82,02%

Belanja Tidak Langsung 13.052.295.952,00 10.140.900.193,00 77,69%

Belanja Langsung 29.148.984.194,00 24.474.497.924,00 83,96%

Realisasi anggaran belanja yang terealisasi pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk menjalankan program dan Kkegiatan
terdapat kenaikan capaian realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 5,83 %.

Realisasi Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada rincian realisasi

anggaran Tahun 2015 dibawah ini :
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Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2015
Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan o %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
l. Terlaksananya Opini BPK Program Peningkatan dan 6.998.220.000 6.045.850.500 86,39
laporan terhadap laporan Pengembangan Pengelolaan
pertanggungjawaban keuangan Keuangan Daerah
Pengelolaan
Keuangan Daerah
yang Akuntabel
Penyusunan Standar Satuan Harga 237.260.000 212.456.000 89,55
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah 282.130.000 281.460.000 99,76
Penyusunan Kebijakan Umum 295.500.000 283.111.000 95.81
APBD (KUA)
Penyusunan Program Prioritas dan 235.500.000 126.550.200 53,74
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Penyusunan Kebijakan Umum 177.650.000 177.623.000 99,98
APBD (KUA) Perubahan
Penyusunan Program Prioritas dan 181.900.000 181.000.000 99.51
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 977.470.000 817.705.000 83.66
Daerah tentang APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 445.720.000 253.314.600 56.83
KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 590.720.000 526.300.000 89.09
Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan 509.220.000 379.075.400 74.44
KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
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Anggaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan o %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian

Penyusunan Rancangan Peraturan 337.750.000 337.078.500 99.80
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan 314.300.000 314.140.000 99.95
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Penyusunan Pergeseran APBD 130.800.000 230.799.000 100

Penyusunan Laporan Semesteran 85.900.000 80.660.000 93.90
Pertama dan Prognosis 6 Bulan
Berikutnya Pemerintah Kota
Bontang

Penetapan Bendahara Penerimaan 11.100.000 0.00 0.00
dan Pengeluaran SKPD serta
SKPKD

Bimtek Bendahara Pengeluaran 291.820.000 291.820.000 100
dan Penerimaan

Rekonsiliasi dan Konsolidasi 96.300.000 91.740.000 95.26
Realisasi Pendapatan dan Belanja
SKPD

Pemeliharaan dan Pengembangan 101.800.000 101.300.000 99.51
Sistem Informasi Penggajian
Pegawai

Pedoman Penyusunan RKA SKPD 117.860.000 60.235.000 51.11

Penyusunan Laporan Semester | 16.300.000 15.150.000 92.94
Barang Millk Daerah

Pendataan dan Penilaian Barang 274.800.000 119.953.100 43.65
Milik Daerah yang Belum Ada
Nilainya

LAKTP Tahiun 2015 Bab 777 14




GTA BONTANS

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran

Pagu Rp.

Realisasi Rp.

%
Capaian

Pendampingan Dalam Rangka
Mennghadapi Audit Eksternal

167.760.000

167.747.200

99.99

Asistensi penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Bontang

37.850.000

37.770.000

91.099.790

Rekonsiliasi Data Barang Milik
Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Bontang

13.300.000

12.675.000

95.30

Inventarisasi Data Hasil Tindak
Lanjut Pemeriksaan BPK atas
LKPD

12.450.000

12.437.500

99.90

Pemutahiran Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terpadu Berbasis Akrual

451.560.000

449.810.000

99.61

Pendampingan Implemtasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi

251.800.000

242.990.000

96.50

Optimalisasi Tata Kelola
Pendapatan menggunakan Piranti
Lunak

251.700.000

249.950.000

95.73

Tercapainya
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah

Pendapatan Asli
Daerah

Program Peningkatan Penerimaan
Pendapatan Daerah

1.857.175.000

1.488.755.300

80.16

Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber- Sumber Pendapatan
Daerah

523.020.000

521.577.500

99.72

Penyusunan Target Anggaran
Pendapatan dan Evaluasi
Penerimaan Pendapatan Daerah

320.000

0.00

0.00
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Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan o %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh | 130.200.000 95.502.000 73.35
RT melalui Kelurahan
Peningkatan Sistem Informasi 52.170.000 51.340.000 98.41
Manajemen Pendapatan
Daerah(SIMPATDA)
Forum Komunikasi dan 20.000.000 20.000.000 100
Konsolidasi Daerah Penghasil
Minyak dan Gas Bumi
Fasilitas Pengelolaan Pajak dan 205.270.000 189.780.000 92.45
Bangunan Sektor Pedesaan dan
Perkotaan
Pemeliharaan SISMIOP PBB 63.995.000 50.247.500 78.52
Penghapusan Piutang Pajak 5.925.000 5.750.000 97,05
Pemerintah Kota Bontang
Pemutakhiran Data Piutang PBB 78.000.000 38.471.000 49.32
P-2 sebelum Pelimpahan
Kewenangan Pemungutan Pajak
PBB P-2 pleh Pemerintah Pusat
Validasi Data Pajak Bumi dan 198.050.000 47.500.000 25.13
Bangunan Sektor Perkotaan
Rekonsiliasi Pendapatan dan 13.700.000 13.375.000 97.63
Piutang Daerah
Pemeliharaan Tempat Pemasangan 40.575.000 39.080.800 96,32
Reklame/Spanduk
Peremajaan Data Objek PBB di 424.560.000 318.461.500 75.01
wilayah Kecamatan Bontang Utara
Fasilitasi Sistem Informasi 50.390.000 49.670.000 98.57
Gateway PBB P-2
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Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan o %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
Asosiasi Daerah Penghasil Migas 60.000.000 48.000.000 80.00
1. Tercapainya Prosentase Program Peningkatan Manajemen 2.019.445.000 1.515.473.800 75.04
optimalisasi ketersedian Informasi Kekayaan/Aset Daerah
pendayagunaan data aset van
kekayaan/Aset yang
akurat
Daerah
Bimtek Pengelolaan Barang Milik 109.080.000 97.617.700 89,49
daerah Bagi Pengurus dan
Penyimpan Barang
Penghapusan Barang Milik Daerah | 35.300.000 35.225.000 99.79
Pemanfaatan Barang Milik 18.800.000 18.615.000 99.02
Daerah
Pelelangan Barang Milik Daerah 40.900.000 17.400.000 42.52
dilingkungan Pemerintah Kota
Bontang
Penyusunan Rencana Kebutuhan 16.300.000 14.050.000 86.20
dan Pemeliharaan Barang unit (
RKBU dan RKPBU )
Penilaian Barang Milik Daerah 172.360.000 117.782.000 68.33
Yang Akan Dihapus
Penyusunan Peraturan Walikota 276.580.000 275.940.000 99.77
tentang Sewa Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi aset sumber dana BOS | 14.300.000 14.050.000 98.25
pada Sekolah Negeri TA 2014
Bimbingan Teknis Pengelolaan 644.035.000 377.109.900 98.28
BMD bagi Pembantu Pengurus
Barang dari UPTD dan Sekolah
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GTA BONTANS

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan . %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
Pembuatan Plang Aset Tanah 94.620.000 92.992.000 98.28
Pengembangan Sistem Aplikasi 488.980.000 428.250.700 87.58
Penyusunan Aset Daerah Berbasis
Akrual
Sosialisasi Sistem Aplikasi Aset 108.190.000 26.441.500 24.44
Daerah Berbasis Akrual
V. Tercapainya tertib Terwujudnya Program Pelayanan Administrasi 14.203.599.694 11.728.307.301 82,57
administrasi Pelayanan Perkantoran
perkantoran Administrasi yang
berkualitas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.900.000 9.600.000 64,43
Penyediaan Jasa Komukasi, 654.000.000 440.582.354 67,37
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan | 112.890.000 44.370.000 39,30
Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan 286.035.000 280.073.550 97,92
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 297.383.500 285.662.700 96,06
Penyediaan Barang Cetakan dan 780.919.000 680.910.690 87,19
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi 84.640.000 70.524.000 83,32
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan 778.690.000 736.499.250 94,58
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GTA BONTANS

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan . %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan 151.140.000 98.301.000 65,04
Peraturan Perundang — undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 132.070.000 126.068.500 95,46
Penyediaan Makanan dan 903.505.000 895.180.000 99,08
Minuman
Rapat — Rapat Koordinasi dan 6.669.179.221 5.427.480.265 81,38
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga 3.185.627.973 2.486.988.492 78,07
Adminitrasi / Teknis Perkantoran
Penataan Kearsipan Kantor 152.620.000 146.066.500 95,71
V. Tersedianya Meningkatnya Program Peningkatan Sarana dan | 2.752.104.500 2.439.371.200 88,64
Prasarana Penunjang sarana mobilitas, Prasaran Aparatur
Kegiatan kerja Dinas sarana dan
prasarana
penunjang kerja
dinas
Pengadaan Kendaraan 66.370.000 56.520.000 85,16
Dinas/Operasional
Pengadaan Mebeleur 360.779.500 252.650.000 70,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala 400.800.000 385.044.750 96,07
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 1.380.85.000 1.218.291.250 88,28
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala 544.070.000 526.865.200 96,84

Peralatan dan Perlengkapan
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan o %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
Kantor
. . .| Program Peningkatan Disiplin
VI. Meningkatkan Seluruh Pegawai di Aparatur 76.620.000 73.400.000 95,80
Disiplin Aparatur lingkungan
DPPKA
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- 76.620.000 73.400.000 95,80
hari Tertantu
VII. Mewujudkan Meningkatkan Program Peningkatan Kapasitas 989.650.000 948.592.323 95,85
. kompetensi Sumber Daya Aparatur
peningkatan
aparatur
Kompetisi Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 989.650.000 948.592.323 95,85
VIII. Tersedianya Termanfaatkanya Program Peningkatan 2.250.000 1.908.000 84,80
data/informasi hasil Dokumen Laporan Pengembangan Sistem Pelaporan
kinerja DPPKA Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian 500.000 450.000 90.00
Kinerja dan Ikhtisar Realiasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 750.000 558.000 74,40
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan 500.000 500.000 100
Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Akuntabilitas | 500.000 400.000 80,00
IX. Ketersediaan data Informasi yang Program Penyebarluasan Informasi 192.300.000 184.689.500 96,04
untuk mendukung tersebar kepada Pembangunan Daerah Sasaran
penyusunan masyarakat
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan o %
Pagu Rp. Realisasi Rp. .
Capaian
perencanaan
pembangunan daerah
mencapai 100 %
Pelaksanaan Pameran 192.300.000 184.689.500 96,04
Pembangunan
X. 'Meningkatkan Terlaksananya Program Optimalisasi 57.620.000 48.150.000 83,56
Kinerja Pengelolaan Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Informasi
Keuangan Daerah Pengelolaan Kas
yang Profesional Daerah dengan
memanfaatkan
teknologi informasi
Pengembangan dan pemeliharaan 57.620.000 48.150.000 83,56
Website DPPKA
Rp. 29.148.984.194 Rp. 24.474.497.924 83,96
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Dacrali Kota Bontang

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Secara historis SKPD ini disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang,
yang membawahi Sekretariat, Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Bidang Penetapan,

Bidang Penagihan dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang merupakan cikal bakal terbentuknya
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang.
DPPKA merupakan penggabungan dari 3 (tiga) institusi, yaitu Dinas Pendapatan
Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kota Bontang.

Maksud dilakukannya penggabungan adalah untuk meningkatkan pemberian
pelayanan, baik pelayanan internal birokrasi maupun pemberian pelayanan kepada
masyarakat.

B. Aspek strategis Organisasi.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota
Bontang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah,

pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah.

Ketiga bidang urusan rumah tangga daerah sebagaimana uraian tersebut
diatas secara totalitas merupakan satu kesatuan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek penataan anggaran sektor publik, yaitu :

a. Aspek Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kebijakan ini diarahkan agar daerah dapat memanfaatkan semua potensi

sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

b.  Aspek Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung terlaksananya program-program
strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih sebagaimana dituangkan dalam RIJPMD Kota Bontang Tahun 2011 —
2018,

c.  Aspek Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan dalam penganggaran
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Dacrali Kota Bontang

Ketiga aspek kebijakan tersebut merupakan gambaran kinerja DPPKA
Kota Bontang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,
meningkatkan  pengelolaan  keuangan daerah  meliputi  perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah serta meningkatkan pengelolaan manajemen aset daerah dalam
upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maupun dalam upaya
mencapai kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan pada aspek

kesejahteraan, layanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Isu —isu Strategis D Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Mempunyai

fungsi sebagai berikut :

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 36 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset berdasarkan

azas otonomi dan pembantuan.

Menurut Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 36 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset, Mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset serta Akuntansi;
b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan pengguna anggaran / pengguna barang;

c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD

) dan Bendahara Umum Daerah;
d. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Dacrali Kota Bontang

diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Menyesuaikan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi
5 (Lima) bidang dan Sekretariat, yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Keuangan,
Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Sekretariat. Untuk lebih jelasnya berikut bagan
struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset :

BAGAN STRUKTUR
Kepala Dinas
Sekretaris
Jabatan Fungsional Kasubbag Umum Kasubbag PPK
Kabid Pendapatan Kabid Keuangan Kabid Kekayaan & Kabid Akuntansi
Aset
1 M

Kasi Pendaftaran | Kasi Anggaran | . Kasi Pendataan & | Kasi Akuntansi

& Pendataan Inventarisasi Penerimaan
Kasi Penagihan | Kast | Kasi Penilaian | Kasi Akuntansi

&Penetapan Perbendaharaan Pengeluaran
- Kasi P20 — Kasi Belanja - Kast Pengelolaan L Kasi Pembukuan

Pegawai Aset Daerah & Pelaporan
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E. Sumber Daya Manusia

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Dacrali Kota Bontang

Sampai dengan akhir Desember tahun 2015 jumlah Pegawai PNS dan Non

PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebanyak 104 ( Seratus

Empat ) orang

utuk lebih jelasnya sumber daya aparatur Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan tingkat Pendidikan yang tersusun dengan

kriteria gender dapat dilihat dalam tebel berikut :

Data Pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS Berdasarkan Gender

Jenis kelamin
No Pendidikan
Laki - Laki Perempuan
1. S-3 - -
2. S-2 5 2
3. S-1 12 14
4. D.I - 1
5 D.II ) 1
6. D.III 3 4
7. SLTA 40 14
8. SLTP 2 -
9 SD 1 -
Jumlah 68 36
O Laki - Laki

B Perempuan

LAKTP Tahiun 2015

Bab7 4



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Xeuangan dan Asel Daerali Kota Bontang

Data PNS Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah Keterangan
1. I\ 6 Orang -
2. 11T 19 Orang -
3. II 40 Orang -
4. 1 1 Orang -
Jumlah 66 Orang -

OGol IV
B Gol 1l
OGolll
OGol |

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI
ORGANISASI

Beberapa isu —isu strategi:

- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKA masih rendah dibandingkan
dengan tuntutan perbaikan pemberian pelayanan publik

- Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD masih banyak
yang belum terdaftar dan terdata

- Belum optimalnya pembinaan pebendaharaan dan penyusunan laporan keuangan
kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

- Belum optimalnya pelaksanaan manajemen aset daerah, disebabkan karena data
kekayaan/aset daerah belum akurat

- Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
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